MA, Kejagung, KPK Dituntut Usut
Tuntas Kasus PT Tonia Mitra
Sejahtera

Bombana, sultranet.com | Publik dan sejumlah aktivis lingkungan mendesak
Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) segera mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum yang
dilakukan PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS). Desakan ini muncul menyusul temuan
serius yang mengindikasikan kerugian negara mencapai triliunan rupiah serta
adanya indikasi keterlibatan pejabat tinggi dalam kasus ini.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sejumlah laporan
investigasi, PT TMS diduga melakukan aktivitas tambang nikel secara ilegal di
kawasan hutan lindung Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara,
dengan luasan mencapai lebih dari 200 hektare tanpa izin resmi.

Kepada awak media ini, Jumat (29/1/2025) Aktivis Peduli Lingkungan yang juga
warga Pulau Kabaena, Agusalim mengatakan, Perusahaan ini dilaporkan telah
menambang hingga 14 juta metrik ton nikel dari kawasan tersebut. Kerugian
negara akibat aktivitas tambang ilegal ini diperkirakan mencapai Rp 9,2 hingga
Rp 9,5 triliun.

Selain itu, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa perubahan kepemilikan
saham PT TMS melalui Akta Notaris No. 75 Tahun 2017 adalah batal demi hukum
karena terdapat pemalsuan dokumen dan pelanggaran pidana. Laporan yang
masuk ke Kejaksaan Agung dan KPK juga menyinggung dugaan keterlibatan
Gubernur Sulawesi Tenggara beserta keluarganya dalam kepemilikan saham
perusahaan ini. Istri gubernur bahkan dikenal dengan julukan “Ratu Nikel”
karena pengaruhnya yang besar dalam industri tambang di daerah tersebut.

Aktivis lingkungan menilai pentingnya langkah cepat dari aparat penegak hukum
untuk mencegah impunitas dan memastikan keadilan ditegakkan.

“Kasus ini harus diusut secara transparan dan menyeluruh agar hukum tidak
kalah oleh kekuatan modal,” tegas Agusalim
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Dampak dari aktivitas tambang ilegal ini sangat dirasakan oleh masyarakat adat
Bajau dan Moronene yang tinggal di sekitar lokasi. Kerusakan lingkungan
menyebabkan terganggunya mata pencaharian serta kehidupan sehari-hari
mereka.

“Kami membutuhkan perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan yang
adil,” ungkap Ajen satu warga terdampak.

Kepastian hukum dalam kasus ini menjadi ujian penting bagi supremasi hukum di
Indonesia. Negara harus mampu menunjukkan bahwa tidak ada satu pihak pun
yang kebal hukum, terutama dalam kasus yang merugikan masyarakat dan
lingkungan.

Publik menunggu tindakan tegas dari MA, Kejagung, dan KPK untuk membuka
fakta-fakta di balik dugaan kejahatan ini. Penegakan hukum yang adil dan
profesional akan menjadi langkah awal bagi pemulihan kepercayaan masyarakat
serta perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. (IS)



